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ABSTRAK 

 

 
Koperasi merupakan sebuah sasaran dalam gerakan ekonomi 

masyarakat. Sebagaimana di ketahui dalam koperasi terdapat 

konsep (ta’awun) kerja sama yang mewarnai nilai islami dalam 

kehidupan berekonomi masyarakat. Sementara kesejahteraan 

masyarakat merupakan  entitas dasar  dari pengembangan 

koperasi Indonesia. Salah satu visi koperasi adalah menciptakan 

kesejahteraan bagi anggotanya dan juga masyarakat secara luas. 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di sekitar KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung. Sedangkan 

manfaat dalam penelitian ini adalah secara praktis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

masyarakat, pemerintah dan anggota-anggota BMT tentang 

andil besar yang dimiliki oleh koperasi sebagai Lembaga yang 

bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sementara 

secara teoritis  hasil penelitian  ini   diaharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu 

pengetahuan,  terkhusus  ilmu  ekonomi  Islam  yang 

mendeskripsikan  peranan  koperasi dalam  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung. 

Penelitian ini mengunakan metode Kuantitatif, berdasarkan 

teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini Bapak Samsul 

Hadi sebagai Direktur KSPPS BMT  Fajar Bandar Lampung, 

beberapa pengurus BMT Fajar hingga anggota BMT Fajar itu 

sendiri. 

Penelitian ini mengunakan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif lapangan yang sesuai dengan 

pendapat Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu 

melalui data reduction (Reduksi data), data display (penyajian 

data), dan conclusion drawing/verification (kesimpulan). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya KSPPS BMT Fajar 

Bandar Lampung dan Program-program yang dijalankan 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Artinya: “Berbuatlah kebajikan kepada orang lain sebagaimana Allah telah 

berbuat kebajikan kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan.” (Q.S. Al-Qashash:77) 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Penegasan Judul 
 

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. 

Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir 

terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. 

Ditambah judul dalam skripsi ini mencerminkan keseluruhan 

dari yang akan diurai.1
 

 
Adapun skripsi yang berjudul “Peran Koperasi Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persfektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada KSPP BMT Fajar Bandar 

Lampung)”. Dengan uraian sebagai berikut: 

1. Koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu co yang berarti 

bersama dan operare berarti bergerak. Kedua kata ini 

mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.2 

2. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, 

tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya 

pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau 

kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan 
 

1 https://www.sosial79.com/2021/01/pengertian-judul-penelitian-konsep.html, diakses pada 10 
Desember 2021 

2 Lindiawatie dan Dhona Shahreza, “Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan 

Kualitas Usaha Mikro”, Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, vol. 2, no. 1 
(2018): 2. 

https://www.sosial79.com/2021/01/pengertian-judul-penelitian-konsep.html
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utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi 

dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.3 

3. Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari 

perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam 

kerangka syariah.4 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

“Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Persfektif Ekonomi Islam” adalah upaya 

pengkajian secara mendalam tentang bagaimana peran koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan anggota maupun masyarakat 

sekitar. 

 
B. Latar Belakang Masalah 

 
Salah satu hal mendasar dalam kehidupan ialah 

kesejahteraan secara lahir dan batin. Kesejahteraan sebagaimana 

yang diketahui merupakan sebuah tata kehidupan sosial, 

material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, 

kesusilaan dan ketentraman diri. Setiap warga negara dapat 

melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan 

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. 

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan 

jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi 

sesuai dengan tingkat hidup.5 

 
Dalam menerapkan kesejahteraan, masyarakat akan 

membentuk pola kesalingan yang dapat menunjang segala 

 
3 Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persfektif Al-Quran”, At- 

Tibyan: Journal of Qur‟an and Hadis Studies, vol. 3, No. 1, (2020): 7. 

4 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), 14. 
5 Amelia, Kesejahteraan Sosial Dalam Presfektif Al-Qur‟an, (UIN Alauddin Makasar, 2018), 

34. 
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kebutuhanMS mereka. Salah satu cara yang dilakukan ialah 

membentuk sebuah sistem ekonomi gotong royong dari dan 

untuk sesama mereka. Sistem ekonomi ini kemudian populer 

dikenal sebagai koperasi. Koperasi sendiri berasal dari bahasa 

latin, yaitu co yang berarti bersama dan operare berarti 

bergerak. Kedua kata ini mengandung arti bekerja sama untuk 

mencapai tujuan.6 

 
Pada awalnya, koperasi di Indonesia saat zaman 

kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan 

politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan atau 

tidak mengalami perkembangan. Sementara itu, awal orde baru 

sampai tahun 1990an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang 

bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 

1990an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka 

koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja 

tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi 

sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi 

lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 

1998 tentang Pengembangan diberlakukan.7 

 
Beberapa tahun belakangan, jumlah unit koperasi di 

Indonesia mengalami kondisi fluktuatif. Berdasarkan data yang 

dihimpun dari website databoks.katadata.co.id, jumlah koperasi 

di Indonesia mencapai 127.124 unit pada 2020. Jumlah ini naik 

3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun jumlah 

koperasi di Indonesia sempat mencapai angka tertinggi selama 

15 tahun terakhir, jumlahnya mencapai 152.174 unit pada tahun 

2017. Namun jumlahnya menurun cukup drastis pada tahun 

 

 

 

6 Lindiawatie dan Dhona Shahreza, “Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam Meningkatkan 

Kualitas Usaha Mikro”, Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, vol. 2, no. 1 
(2018): 2. 

7 Ekawarna, Manajemen Badan Usaha dan Koperasi, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 6. 



4 

 
 

2018 yakni menjadi 126.343 unit. Begitupun pada tahun 2019 

yang mengalami penurunan kembali hingga 123.048 unit.8 

 
Terbentuknya sekaligus berkembangnya koperasi berarti 

masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang 

berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan 

realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk 

memperbaiki ekonomi anggota dengan menyediakan 

kesempatan pinjaman modal, meningkatkan keterampilan usaha, 

menggunakan lebih efisien sumber-sumber yang ada, 

menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi, adanya 

pembangunan industri modern yang dapat mengolah bahan 

mentah yang terdapat di daerah itu, dan membantu untuk 

meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para 

anggotanya.9 

 
Koperasi bersumber dari kata cooperation yang artinya 

kerjasama. Enriques memberikan pengertian bahwa koperasi 

yaitu menolong satu sama lain (to help one another) atau saling 

bergandengan tangan (hand in hand).10 Dalam al-Qur‟an juga 

disebutkan bahwa dianjurkan bagi manusia untuk saling tolong 

menolong selama itu dalam berbuat baik dan tidak dalam 

berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al- 

Maidah ayat 2: 
 

ا ِ  ِٰ ِٰ ِ نٰ   ِٰ

ِٰ ِٰ قِٰ ِٰ تاِٰ ِٰ 

²ِِلِ لِاِا  ِٰ يٰ 

ِذِٰ ِٰ ع

انِٰ   ِٰ

ا  لِٰ ِٰ 

ِاِِٰ ِٰ لع

ِٰ لِٰ ِِٰ 

 مِٰ ِثِٰ 

ِعاِٰ 

وِ ِٰ   ِٰ

اِٰ   ٰ 

 ِِٰ

 ِٰ

 ِٰ
 ل

ِِٰ ِٰ تلاِٰ 

²ِِِٰ قِٰ   ٰ ِِٰ

ªِ  ٰ 

اِِِٰ ِٰ لعِاِٰ ِٰ ِِٰ وِٰ ِٰ ِاعِٰ ِِٰ تِٰ 
 زِ  ثِِ لِٰ 

²ِِلِ لِا  باِٰ قعِٰ ِلِٰ اِِذِٰ ِيِٰ ِذِٰ ِشِيِٰ ِٰ 
 

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

8 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi- 

pada-2020 (akses 06 Desember 2021 Pukul 22.26) 

9 Rivai Wiraswasmita, Manajemen Koperasi, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2003), 32. 

10 Arifin Sitio dan Haloman Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2001), 13. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020
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sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al- 

Maidah [5]: 2)11
 

 
Koperasi di Indonesia memiliki fungsi sebagai urat nadi 

perekonomian bangsa Indonesia. Selain itu, Koperasi di 

Indonesia juga sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, 

hal ini berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang 

peranan aktif untuk mewujudkan kesejahteraan hidup 

masyarakat.12 Pada awalnya koperasi merupakan kumpulan 

orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana 

melalui koperasi mereka bersama-sama mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan 

orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik 

mereka yang tingkat ekonominya tinggi atau kalangan atas. 

 
Sementara, koperasi syariah atau baitul tanwil merupakan 

usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial berbasis 

syariah.13 Sedangkan baitul maal lebih mengarah pada usaha- 

usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, 

seperti zakat, infak dan sedekah. Kedua istilah ini kemudian 

disebut dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). 

 
Dalam catatan sejarah baitul maal merupakan lembaga 

keuangan pertama kali yang hanya berfungsi untuk menyimpan 

harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan 

harta rampasan perang. Kemudian, pada zaman pemerintahan 

para sahabat Nabi berkembang pula lembaga lain yang disebut 

dengan baitul tanwil, yang merupakan lembaga keuangan Islam 

yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan 

 
11 al-Quran , 5:2 
12 G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2003) 10. 
13 Rivai Veithzal, dkk, Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan 

Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 609. 
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ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan, dan pertanian 

yang mendatangkan keuntungan.14 Berdasarkan pemaparan 

tersebut, maka perbedaan mendasar antara koperasi dan BMT 

ialah pada jasa yang disediakan didalamnya. Jika koperasi hanya 

sebagai lembaga keuangan yang menghinpun dana dari dan 

untuk anggota, BMT memiliki fungsi sebagai lembaga 

penghimpun zakat dan lembaga keuangan. 

 
BMT memiliki dasar hukum yang berstatus koperasi di 

Indonesia berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan kegiatan 

usaha koperasi jasa keuangan syariah. Mengenai akad 

mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN 

MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Mudharabah (Qiradh), mengenai akad musyarakah dalam 

produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN- 

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN 

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa 

DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2020 tentang Jual Beli Salam, 

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli 

Istishna, Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 

tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik, Fatwa DSN MUI 

No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh.15
 

 
Dari sekian banyak koperasi yang berada di Bandar 

Lampung, salah satu diantaranya ialah KSPPS BMT Fajar. BMT 

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah ini sudah melewati 

berbagai macam dinamika dan segenap persoalaan 

perekonomian yang terjadi di Indonesia. Terakhir, resisi 

ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 

melemahnya segala sektor ekonomi. Namun KSPPS BMT Fajar 

 

14 Huda, Nurul, Heykal, Muhammad, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Prakstis, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 25. 
15 Ibid 
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tetap berupaya menjaga stabilitas keuangannya agar tetap 

mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana.16 Atas latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peran BMT 

dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Adapun judul yang dipilih adalah “Peran Koperasi Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persfektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada KSPP BMT Fajar Bandar 

Lampung)”. 

 
C. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Belum ditemukan adanya penelitan ilmiah yang membahas 

peran koperasi KSPP BMT Fajar dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat 

b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang peran koperasi 

c. Minimnya literatur yang menjelaskan praktik pada koperasi 

 
D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini 

adalah “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Dalam Persfektif Ekonomi Islam”. Fokus Penelitian 

tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang 

akan penulis teliti : 

1. Peran koperasi dalam meningkatkan kesejateraan masyarakat 

2. Bagaimana praktik dalam pelaksanaan koperasi 

3. Bagaimana kesejahteraan masyarakat dalam presfektif 

ekonomi Islam 

 

 

 

 

 
 

16 
Wawancara dengan Bapak Andika, tanggal 01 Desember 2021 di Kantor BMT Fajar Bandar 

Lampung 
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E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat persfektif ekonomi Islam? 

 
F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa bagaimana peran koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat persfektif ekonomi 

Islam 

 
G. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, Sebagai bahan masukan bagi Lembaga 

Keuangan Syariah khususnya koperasi untuk dapat 

menigkatkan perekonomian atau kesejahteraan masyarakat 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu diharapkan bisa 

memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap ilmu 

pegetahuan di bidang Ekonomi Islam. Hal lainnya di 

harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung dan di laksanakan guna untuk memperoleh hasil 

yang memuaskan dan maksimal bagi ke ilmuan Indonesia 

secara luas. 

b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi 

syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.E. pada UIN 

Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan bermanfaat 

secara luas untuk masyarakat. 

 
H. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam Kajian penelitian terdahulu yang relevan dan 

sehubung dengan skripsi penulis terdapat pada beberapa bahan 

pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang 

lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan 

dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, antara lain: Dzannur Ida Miladia, (Universitas Islam 
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Negeri Walisongo Semarang, 2018), dengan skripsinya yang 

berjudul Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian Anggoata Atau Calon 

Anggota Dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada 

KSPPS KOPENA Kota Pekalongan). Kesimpulan penelitian ini 

ialah sebagai berikut:17 

 
1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi 

Pemuda Buana (KSPPS KOPENA) Lampung dan di luar 

Lampung bisa dikatakan berperan dalam perekonomian 

masyarakat. Peranan tersebut berupa pemberian produk 

pinjaman atau pembiayaan kepada anggota atau calon 

anggota KSPPS BMT Fajar Bandar Lampung baik itu 

pinjaman atau pembiayaan modal kerja ataupun 

pembiayaan riil yang dikhususkan bagi pedagang kecil. 

Pemberian pinjaman atau pembiayaan tersebut berupaya 

untuk memenuhi kebutuhan sumber dana atau pemenuhan 

modal usaha dengan mengedapankan sasaran masyarakat 

menengah ke bawah dan para pedagang kecil. Dari 

pemberian pinjaman atau pembiayaan dari KSPPS BMT 

Fajar Bandar Lampung tersebut dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari 

penyebaran kuesioner atau angket kepada 19 orang anggota 

atau calon anggota yang mengambil produk pembiayaan di 

KSPPS KOPENA Pekalongan.18 Dari hasil penyebaran 

kuesioner atau angket diketahui terdapat 11 orang yang 

mengalami peningkatan pendapatan setelah pengajuan 

pinjaman dan 8 orang yang tidak mengalami perubahan 

dalam pendapatannya. 

 
 

17 
Dzanur Ida Miladia, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 

Terhadap Perekonomian Anggoata Atau Calon Anggota Dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi 

Kasus Pada KSPPS KOPENA Kota Pekalongan)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 
82. 
18 Ibid 
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2. Sebagai lembaga keuangan syariah, KSPPS BMT Fajar 

Bandar Lampung melakukan pembinaan kepada anggota 

atau calon anggota yang bertujuan untuk membantu 

kelancaran usaha dan membangun usaha yang dibutuhkan 

oleh anggota atau calon anggota, untuk melepaskan 

ketergantungan masyarakat dari rentenir KSPPS BMT Fajar 

Bandar Lampung berusaha melakukan service excellence 

serta berusaha mempermudah proses mendapatkan produk 

baik simpan maupun pinjam, dan sebagai lembaga 

intermediasi KSPP BMT Fajar Bandar Lampung berusaha 

menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan 

distribusi yang rata agar tercapainya kesejahteraan 

masyarakat. Disamping itu KSPPs BMT Fajar Bandar 

Lampung dalam kegiatan operasionalnya juga menerapkan 

nilai-nilai dasarnya sesuai dengan nilai-nilai dasar yang 

terkandung dalam ekonomi Islam, yaitu amanah, manfaat, 

akhlak mulia, niat, adil, dan hasil.19 

 
Jumriani Nur, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 

2019), dengan skripsi berjudul Peran Koperasi Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid 

Al-Markaz Al-Islami Makasar.20 Kesimpulan pada penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

 
1. Koperasi Al-Markaz Al-Islami memiliki berbagai unit 

usaha, dalam perkembangannya, usaha yang terdapat 

koperasi Al-Markaz Al-Islami, yaitu mini 

swalayan/minimarket, counter/etalase, voucher internet 

hotspot, loket PLN/PDAM, fotocopy ATK, pembiayaan 

murabahah, sewa perlengkapan dan jasa koperasi 

 
19 

Wawancara dengan Bapak Andika, tanggal 01 Desember 2021 di Kantor BMT Fajar Bandar 
Lampung 

20 
Jumriani Nur, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi 

Masjid Al-Markaz Al-Islami Makasar.” (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2019), 80. 
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mengalami perkembangan yang fluktuatif walaupun 

berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, pada intinya unit 

usaha tersebut berusaha memenuhi kebutuhan anggota 

2. Koperasi Al-Markaz Al-Islami ini memiliki peranan yang 

sangat besar terhadap lingkungan masyarakat di Masjid Al- 

Markaz Al-Islami khususnya kesejahteraan anggota 

koperasinya. Peranan tersebut antara lain: membantu 

memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan 

tanpa syarat yang berbelit-belit, memberikan jaminan 

kesehatan kepada pegawai koperasi, membantu 

meningkatkan kemampuan melalui pelatihan-pelatihan yang 

diadakan Dinas Koperasi dan UKM melalui koperasi. 

 
3. Kendala-kendala yang dihadapi koperasi Al-Markaz dalam 

Peningkatan Kesejahteraan anggota meliputi: 1) 

Terbatasnya modal dalam peminjaman kredit, 2) Kurangnya 

kesadaran oleh peminjam (anggota koperasi) dalam suatu 

unit usaha koperasi, 3) Tidak adanya jaminan dalam 

pemberian pinjaman kredit. 

 
4. Strategi yang digunakan koperasi Al-Markaz Al-Islami 

dalam upaya menghadapi kendala dalam peningkatan 

kesejahteraan anggota, yaitu: 1) meningkatkan usaha-usaha 

yang ada di koperasi, mengikutkan karyawan koperasi 

dalam pelatiihan-pelatihan dan melakukan kerja sama pada 

pihak pihak yang terlibat, misal bank. 2) pengawai bagian 

pembiayaan diberi amanah untuk menagih pinjaman 

anggota yang bermasalah. Namun, sebelum penagihan 

dilakukan pihak karyawan harus mengetahui terlebih dahulu 

penyebab dari ketidakmampuan anggota. 3) koperasi lebih 

selektif dalam memberikan pinjaman.21 

 

 
21 Ibid 
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Secara garis besar penelitian yang akan diteliti sama dengan 

pembahasan pada penelitian terdahulu, namun yang menjadi 

pembeda ialah pada penelitian yang akan penulis teliti akan 

membahas bagaimana Peran Koperasi Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPP BMT Fajar 

Bandar Lampung). Perbedaan mendasar ialah objek dan 

lokasi penelitian, hal ini tentunya akan berpengaruh 

terhadap dampak yang akan diterima oleh masyarakat 

disekitar ataupun nasabah. 

 
I. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, 

atau isu tertentu.22 Dalam hal ini penulis memperoleh data dari 

penelitian lapangan dan pustaka tentang Peran Koperasi 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPP BMT Fajar 

Bandar Lampung). 

 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana 

pandangan Ekonomi Islam tentang peran koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.23 Penelitian 

secara kuantitatif digunakan agar memperoleh data bukan 

berdasar pada kuantitas semata, tetapi berpegang pada 

kualitas data. Penelitian yang di gunakan ini termasuk 

 

22 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya. (Jakarta: 

Grasido, 2008), 2-3. 
23 Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta,2014), 18. 
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penelitian lapangan (field research) yang pada dasarnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan 

realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup 

konsep bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang 

tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan menuangkanya dalam proses atau gejala 

sosial. Dalam hal ini langsung mengamati anggota dan 

masyarakat disekitar KSPPS BMT Fajar 

b. Sifat Penelitian 

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara 

bertahap dan berlapis secara kuantitatif, yaitu suatu 

metode Dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau 

kelas pristiwa pada masa sekarang.24 

 
2. Sumber Data 

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.25 Fokus 

penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana Peran 

Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Dalam Persfektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu sumber 

data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

responden atau obyek yang penulis teliti.26 Dalam hal ini 

data primer yang diperoleh dari penelitian bersumber dari 

hasil observasi dan wawancara terhadap pihak KSPPS 

BMT Fajar Bandar Lampung. 

 

 

 
 

24 Zuriah, Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi,(Jakarta: Bumi 
Aksara, 2007),  47. 

25 Febriani, Nufian S, Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu,(Jakarta: Tim 

Ub Press,2018), 49. 

26 Ibid,105. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang lebuh dulu di kumpulkan 

dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait 

diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di 

kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data 

sekunder di peroleh dari buku-buku yang mempunyai 

relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam 

permasalahan ini.27 

 
3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data 

untuk keperluan penelitian.28 Metode pengumpulan data 

yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk 

penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu : 

a. Observasi 

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta 

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 

objek penelitian.29 

b. Interview 

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab kepada narasumber langsung yang di 

kerjakan dengan cara sistematik dan berlandaskan pada 

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.30 Pada 

praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan 

kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaanyang di 

ajukan secara langsung kepada para Narasumber. 

Tekhnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau Self-report atau setidak- 

tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

27 Ibid,105 

28 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gafindo,2002), 155. 

29 Ibid, 234. 
30 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.243 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal atau 

variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya.31 

 
4. Narasumber 

Narasumber adalah peranan informan dalam mengambil 

sebuah data yang akan di gali dari seseorang tertentu yang 

di nilai mampu menguasai persoalan yang hendak di teliti, 

mempunyai keahlian dan wawasan cukup dalam persoalan 

tersebut. 

Informasi penelitian meliputi beberapa macam yaitu:32 

a. Informan Kunci (Informan Key) merupakan mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian. 

b. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat 

langsung dalam interaksi sosial yang diteliti 

c. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat 

memberikan Informasi walaupun tidak langsung terlibat 

dalam interaksi sosial yang diteliti.33
 

 
5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.34 Populasi 

dari penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan 

 

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Reneka Cipta, 2013), 188.. 

32 Suyanto, Begong, Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan,( 

Surabaya: Air Langga Utama Pers,2005), 172 
33 Ibid 
34 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), 243. 
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dengan peran koperasi, yaitu terdapat 3 populasi yang 

terdiri dari pimpinan KSPP BMT Fajar anggota, dan 

masyarakat sekitar. Populasi yang dipilih merupakan 

representatif seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian 

ini. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui 

cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili 

populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan atau kriteria-keriteria tertentu. 

Sampel yang di ambil dari penelitian ini diambil dari 

beberapa populasi dan digunakan sebaga objek 

penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Pimpinan KSPP BMT Fajar 

2. Anggota KSPP BMT Fajar 

3. Masyarakat sekitar KSPP BMT Fajar 

Alasannya adalah karena pimpinan KSPPS BMT Fajar, 

anggota KSPPS BMT Fajar, Masyarakat sekitar KSPPS 

BMT Fajar sudah cukup menjadi representatif atas 

pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini. Jadi, 

sampel pada penelitian ini berjumlah 3 sampel.35
 

 
6.   Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu 

pengecekan atau pengkoreksian data yang telah di 

kumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw 

 

 
 

35 
Wawancara dengan Bapak Andika, tanggal 01 Desember 2021 di Kantor BMT Fajar Bandar 

Lampung 
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data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.36 

Pengecekan dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk 

mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah 

yang akan di bahas dengan judul Peran Koperasi Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Persfektif Ekonomi Islam. 

Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di 

sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Peran Koperasi 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakt 

Persfektif Ekonomi Islam yang akan di kaji dengan 

menggunakan Metode Kualitatif. 

 
J. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan 

tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab 

satu hingga bab lima. 

Pada bab ke satu, dimana bab ini merupakan awal dari 

pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan 

dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan 

masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini 

sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang 

akan dibahas dalam skripsi ini. 

Pada bab ke dua, disajikan data-data hasil penelitian yang 

dikumpulkan secara akurat, berupa gambaran umum tentang 

koperasi, dasar hukum koperasi, akad pada koperasi syariah. 

Pada bab ke tiga, disajikan gambaran lokasi penelitian di KSPP 

BMT Fajar 

Pada bab ke empat, berisi analisa tentang peran KSPP BMT 

Fajar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Pada bab ke lima, merupakan kesimpulan dari Peran Koperasi 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam 
 

36 Susiadi AS, Metodologi penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 23. 
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Persfektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPP BMT Fajar Bandar 

Lampung), serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan 

 
K. Kajian Teori 

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan 

suatu peranan. Peranan dapat dibagi dalam tiga cakupan, 

yaitu:37 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti 

peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Adapun 

norma sosial dibedakan menjadi empat, yaitu: 

a. Cara (usage), yaitu norma yang menunjukkan kepada 

suatu perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan 

terhadap pelanggarnya. Hal ini lebih menonjol di dalam 

hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu 

pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan 

mengakibatkan hukuman yang berat, melainkan hanya 

sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang 

lain. 

b. Kebiasaan (folkways), yaitu cara-cara bertindak dalam 

masyarakat dilakukan secara berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama 

c. Tata kelakuan (mores), yaitu cerminan sifat-sifat yang 

hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai 

alat pengawas, baik dilakukan secara sadar maupun tidak 

sadar. 

 

 

 

 

37 Sorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 2012), 212. 
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d. Adat istiadat (custom), yaitu tata kelakuan yang kekal 

serta integrasinya kuat dengan pola-pola perilaku 

masyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku 

manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.38 

Maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut harus tetap 

dalam koridor maqasid syariah, sehingga tidak ada perbuatan 

yang bertentangan dengan syariat. Maka menurut penulis, teori 

tentang kesejahteraan masyarakat melalui koperasi untuk 

ditinjau dari persfektif ekonomi Islam merupakan teori yang 

cukup relevan untuk digunakan dalam menganalisa penelitian 

tentang Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat Persfektif Ekonomi Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2011), 14. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kesejahteraan 

 
1. Teori Kesejahteraan 

 
Kesejahteraan merupakan suatu siklus yang melibatkan 

beberapa perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang 

tidak meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik 

dalam kelompok masyarakat, gaya hidup dan hubungan 

sosial. Menurut Magrabi Kesejahteraan di definisikan sebagai 

suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi 

barang dan pelayanan. 

 
Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 

negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan 

penyelengaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang 

terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 

bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan 

sosial. Dimana dalam penyelengaraannya dilakukan atas 

dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, 

kemitraan, keterbukaan, akutibilitas, partisipasi, 

profesionalitas dan keberlanjutan.39
 

 

39 Jurnal Trias Politika, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan 
Hidup Mayarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam, Meri Enita Puspita 
Sari, Diah Ayu Pratiwi, https://www.journal.uinrika.ac.id 

https://www.journal.uinrika.ac.id/
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Lalu menurut Zastrow, kesejahteraan sosial adalah 

sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang 

membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, 

ekonomi dan Pendidikan dan kesehatan yang sangat 

mendasar untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam PBB, 

kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang 

terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya 

dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan 

keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kesejahteraan 

masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan 

tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat 

dari standar kehidupan masyarakat. (Badrudin).40
 

 
Terdapat berbagai perkembangan pengukuran tingkat 

kesejahteraan dari sisi fisik, seperti Human Development 

index ( Indeks pembangunan manusia), Physical Quality Life 

Index (Indexs Mutu Hidup) Basic Needs (Kebutuhan Dasar), 

dan GNP/Kapita (Pendapatan perkapita). Ukuran 

kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu 

konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi 

maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara mengitung 

seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau 

sebuah keluarga untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, 

serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. 

 
Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup 

penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas 

sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk 

meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam 

masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi 

 

40 Ibid 
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masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan 

pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya 

menjaga stabilitas perekonomian. 

 
Menurut Vilveredo Pareto, suatu kondisi atau syarat 

terciptanya alokasi sumber daya secara efesien atau optimal, 

yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi 

pareto (Pareto Condition). Kondisi pareto adalah suatu 

alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan 

dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut takkan merugikan 

pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Atas 

kondisi pareto juga bisa didefenisikan sebagai atau semua 

pihak individu tidak mungkin lagi diuntungkan oleh 

pertukaran sukarela. 

 
Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial 

(social welfare) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang 

lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran 

(walfare economics), (Swasono, 2005:2) Boulding dalam 

Swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang 

memperkukuh konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial 

optimum (optimalitas ala Pareto dan Edeworth) dimana 

efesiensi ekonomi mencapai sosial optimum bila tidak 

seorangpun bisa lagi menjadi beruntung. 

 
Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi 

menjadi tiga macam, yaitu clasiccal utilatiratian, neoclassical 

welfare theory dan new contratarian approach (Albert dan 

Hahnel dalam Darussalam 2005:77) pendekatan classical 

utilatarial menekankan bahwa kesenangan (pleasur) atau 

kepuasan (Utility) seorang dapat diukur dan bertambah. 

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seorang dapat 

terkait dengan tingkat kepuasan. (Utility) dan kesenangan 
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(pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna 

mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka 

dibutuhkan suatu prilaku yang dapat memaksimalakan 

tingkat kepuasaan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.41 

 
Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, 

memiliki banyak indicator keberhasilan yang dapat diukur. 

Dalam hal ini Thomas dkk. (2005:15) menyampaikan bahwa 

kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat di 

representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh 

terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih 

baik, perolehan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi, dan 

produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan 

cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat 

golongan menengah kebawah. Todaro secara lebih spesifick 

mengemukakan bahwa fungsi kesejahteraan W (walfare) 

dengan persamaan sebagai berikut: 

 
W:W (Y,I,P) Dimana Y adalah pendapatan perkapita I 

adalah ketimpangan, dan P adalah kemiskinan absolute. 

Ketiga fariabel ini mempunyai signifikan yang berbeda-beda, 

dan selayaknya harus dipertimbangkan secara menyeluruh 

untuk menilai kesejahteraan di Negara-negara berkembang. 

Berkaitan dengan fungsi persamaan kesejahteraan diatas, 

diasumsikan bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif 

dengan pendapatan perkapital, namun berhubungan negative 

dengan kemiskinan.42
 

 
Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan 

teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan 

kesejahteraan, yaitu pertama pareto optimal. Dalam tingkatan 

pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan 

41 Ibid 
42 Ibid 
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seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi 

kesejahteraan orang atau kelompok lain. kedua Pareto non 

optimal. Dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya 

kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan 

orang lain. ketiga pareto superior. Dalam kondisi pareto ini 

terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan 

mengurangi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada 

kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan 

pemerintah yang dapat dilakukan. 

 
Sementara menurut Badan Pusat Statistik dalam 

publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (2009), 

kesejahteraan mencakup bidang-bidang kehidupan yang 

sangat luas dan semua aspeknya tidak dapat diukur. 

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah 

kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, 

baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air 

minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan 

Pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang 

dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki stasus 

social yang mengantarkan pada status social yang sama 

terhadap sesama warga lain.43 

 
Dibawah ini penulis akan coba menguraikan pandangan 

beberapa ahli mengenai kesejahteraan: 

- Gertrude Wilson. Menurutnya kesejahteraan sosial 

adalah kekhawatiran yang diselengarakan dari semua 

orang untuk semua orang. 

- Walter Friendlander. Menurutnya kesejahteraan sosial 

adalah sistem yang terorganisir dari institusi dan 

pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu 

 

 
 

43 Definisi Kesejahteraan Sosial, https://dspace.uii.ac.id 

https://dspace.uii.ac.id/
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individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup 

dan kesehatan yang lebih baik. 

- Elizabeth Wickenden. Menurutnya kesejahteraan sosial 

termasuk undang-undang, program, manfaat dan jasa 

yang menjamin atau memperkuat layanan untuk 

memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga 

ketertiban dalam masyarakat. 

- Pre-conference working commite for the XVth 

International Conference of Social Welfare. Menurut 

lembaga tersebut, kesejahteraan sosial adalah usaha 

sosial secara keseluruhan yang terorganisir dan memiliki 

tujuan utama untuk meningkatkan kehidupan orang 

berdasarkan konteks sosial. Ini termasuk kebijakan dan 

layanan yang berkaitan dengan berbagai kehidupan di 

masyarakat seperti pendapatan, jaminan sosial, 

kesehatan, perumahan, Pendidikan, rekreasi, tradisi 

budaya, dll.44
    

 
Sementara Menurut Midgley, terdapat empat 

pendekatan dalam mengupayakan kesejahteraan sosial: 

 
- Filantrofi Sosial. Filantrofi berkaitan erat dengan 

upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pendeta 

dan relewan, upaya amal (charity) dimana orang-orang 

ini menyumbangkan waktu, uang, dan energi untuk 

membantu orang lain. pelaku dikenal sebagai filantrofi 

filantrofis. 

 
Filantrofi sosial yang bertujuan untuk mempromosikan 

kesejahteraan sosial dengan mendorong penyediaan 

barang pribadi dan jasa kepada orang yang 

 
 

44 Kesejahteraan Sosial: Pengertian, Pendekatan, Tujuan, Fungsinya. 
https://www.gurupendidikan.ac.id 

https://www.gurupendidikan.ac.id/
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membutuhkan. Ada beberapa karakteristic dari 

pendekatan sosial diantaranya: 

 
a. Amal, dimana pendekatan ini tidak memiliki 

kesinambungan. Artinya, tidak ada interaksi dengan 

penerima manfaat ketika bantuan selesai diberikan. 

b. Penerima pasif, mengunakan pandangan bahwa orang 

tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, sehingga 

pelaksanaanya tidak melibatkan partisipasi penerima. 

c. Acak, tidak memiliki metode atau fase tertentu dalam 

pelaksanaannya. 

d. Kemauan, ketergantungan bisnis pada niat baik dari 

donor dan kemauan pemerintah untuk mengunakan uang 

pembayar pajak untuk mendukung badan amal. 

 
- Pekerja Sosial. Berbeda dengan pendekatan untuk 

filantrofi, pekerjaan sosial adalah pendekatan yang 

terorganisasi untuk mempromosikan kesejahteraan sosial 

dengan mengunakan professional yang memenuhi syarat 

untuk menangani masalah masalah sosial. Namun, 

perkembangan pekerjaan sosial tidak dapat dipisahkan 

dari perkembangan filantrofi. Sejak abad 19, telah 

mengalami pengembangan professional dan pekerjaan 

sosial akademik cukup pesat dan telah menyebar di 

seluruh dunia. 

- Administrasi Sosial. Pendekatan administrasi sosial 

berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan sosial 

dengan menciptakan program-program sosial pemerintah 

yang meningkatkan kesejahteraan warganya melalui 

penyedian layanan sosial. Pendekatan ini diadakan 

langsung oleh pemerintah. Salah satu contoh yang paling 

terkenal adalah hukum kemiskinan dikeluarkan oleh ratu 

Elizabeth I. 
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- Pembanguanan Sosial. Pembangunan sosial adalah 

proses terencana perubahan sosial yang dirancang untuk 

meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, 

dimana pembangunan dilakukan untuk melengkapi 

proses dinamis pembangunan ekonomi.45
 

 

Sementara dibawah ini akan coba menguraikan Tujuan 

dan Fungsi Kesejahteraan Sosial: 

Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial menurut 

Leonard Schneiderman secara terperinci dirumuskan 

bahwa tujuannya antara lain sytem maintenance, system 

control, dan system change. 

 
- System Maintenance. Tujuan dari sistem ini adalah 

mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan 

keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial. 

- System Control. Tujuan dari sistem ini adalah 

mengadakan kontrol secara efektif terhadap prilaku yang 

tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang 

ada. 

- System Change. Scheneiderman mengungkapkan 

bahwa tujuan dari sistem ini adalah mengadakan 

perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang 

lebih efektif bagi anggota masyarakat. 

 
Gabungan dari beberapa tujuan yang telah diuraikan 

dapat ditemukan pada program usaha kesejahteraan 

sosial. Misalnya program jaminan ekonomi, program 

pemberdayaan masyarakat, kesehatan mental dll. Yang 

semuanya secara langsung bertujuan untuk mencapai 

sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan. Untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan kesejahteraan sosial 

 
45 Ibid 
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disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut 

usaha-usaha kesejahteraan sosial. Pengertian antara 

kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial 

seringkali disamakan. UU RI Nomor 6 tahun 1974 

memberi Batasan mengenai keduanya. Usaha 

kesejahteraan sosial menurut undang-undang tersebut 

adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, 

dan memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan 

sosial. 

 
Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya dilaksanakan 

jika timbul hambatan atau masalah tetapi juga dilakukan 

sebagai pengembangan sumber-sumber daya untuk 

menumbuhkan, membina dan meningkatkan terwujudnya 

kesejahteraan sosial. Serta menunjang usaha-usaha lain 

yang mempunyai tujuan sama. 

 
Sedangkan Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial 

merupakan sub-sistem dari masyarakat yang lebih besar 

yang memberikan sanksi-sanksi dan dukungan-dukungan 

terhadapnya. Sebagai subsistem, kesejahteraan sosial 

mempunyai fungsi khusus yakni mengatasi masalah yang 

ada kaitannya dengan penyesuaian-penyesuaian sosial 

dan relasi-relasi sosial. 

 
Dalam perkembangan proses sosial terbentuk siklus 

organisasi-disorganisasi-reorganisasi. Siklus tersebut 

berkaitan dengan fungsi kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan sosial berfungsi sebagai reorganisasi dari 

adanya disorganisasi. 

 
Artinya kesejahteraan sosial berfungsi 

mengembalikan funsionalitas peranan-peranan sosial dari 
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suatu sistem yang telah mengalami gangguan atau 

kerusakan akibat adanya perubahan. Fungsi 

kesejahteraan sosial secara umum adalah sebagai 

penunjang pembangunan dibidang-bidang lainnya seperti 

pembangunan sektor ekonomi. Tiap negara mempunyai 

tingkat ekonomi yang berbeda, maka terdapat perbedaan 

pula pada penekanan fungsi kesejahteraan sosial.46 

 

2. Pengertian Kesejahteraan 

 
Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, 

sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam 

gangguan, kesukaran, dan sebagainya).47 Kesejahteraan dapat 

diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari 

kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia 

merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang 

mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin 

terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas 

dari kemiskinan yang minyiksa dan bahaya kemiskinan yang 

mengancam.48 

 
Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat 

kesejahteraan itu, tidak bisa dilepaskan dari penggolongan 

keluarga sejahtera, sehingga keluarga sejahtera perlu 

dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya 

yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran 

tentang klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan 

keluarga sejahtera. Menurut BKKBN,49 indikator tingkat 

kesejahteraan adalah sebagai berikut: 

 

46 Ibid 
47 Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: tp, 1999), h. 887. 
48 Anwas Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam (Jakarta: tp, 2008), h. 166 
49 Ibid 
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A. Keluarga pra sejahtera (sering dikolompokan sebagai sangat 

miskin) Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang 

meliputi: 

1) Indikator Ekonomi 

a) Makan dua kali atau lebih sehari 

b) Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas 

c) Bagian luas lantai rumah bukan dari tanah 

2) Indikator non Ekonomi 

a) Melaksanakan ibadah 

b) Bila anak sakit dibawa kesarana kesehatan 

B. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokan sebagai miskin) 

1) Indikator ekonomi 

a) Paling kurang satu kali seminggu keluarga makan daging 

atau ikan atau telor 

b) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh 

paling kurang satu stel pakaian baru 

c) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni 

2) Indikator non Ekonomi 

a) Ibadah teratur 

b) Sehat tiga bulan terakhir 

c) Punya penghasilan tetap 

d) Usia 10-60 tahun dapat baca tulis hurup 

e) Usia 6-15 tahun bersekolah 

f) Anak lebih dari dua orang 

C. Keluarga Sejahtera II 

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat 

memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi: 

1) Memiliki tabungan keluaga 

2) Makan bersama sambil berkomunikasi 

3) Rekreasi bersama 6 bulan sekaliDY 

4) Meningkatkan pengetahuan agama 

5) Menggunakan sarana transportasi 
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D. Keluarga Sejahtera III 

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: 

1) Memiliki tabungan keluarga 

2) Makan bersama sambil berkomunikasi 

3) Rekreasi bersama 6 bulan sekali 

4) Meningkatkan pengetahuan agama 

5) menggunakan sarana transportasi 

Belum dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: 

1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur 

2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan 

E. Keluarga sejahtera III plus 

Sudah dapat memenuhi indikator meliputi: 

1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur 

2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.50 

 

B. Baitul Mal Watamwil 

 
Secara Bahasa Baitul maal dibentuk dengan meng- 

idhafah-kan kata bait yang artinya „rumah‟ kepada al-mal yang 

artinya „harta‟. Kata al-mal mencakup semua jenis harta. 

Menurut jumhur ulama, al-mal adalah benda berharga, seperti 

emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut 

segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut 

perkataan orang Arab serta apasaja yang dikumpulkan dan 

dimiliki juga disebut dengan mal. Menurut Ibn Al-atsir, mal 

asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakan 

untuk menyebut semua benda yang berharga yang dikumpulkan 

dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah Baitul mal 

artinya „rumah harta‟, yaitu rumah untuk menyimpan harta 

berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan 

dimiliki.51
 

 
50 Ibid 
51 Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, Baitul Maal Wa Tamwil, Sebuah 

Tinjauan Teoritis (Jakarta : AMZAH, 2016), hlm 20. 
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Sementara secara terminologis, sebagaimana uraian 

Abdul Qadir Zallum, Baitul maal adalah Lembaga atau pihak 

yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik 

berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dari pengertian 

tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa 

BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. 

Peran sosial BMT dapat terlihat pada definisi Baitul maal, 

sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi Baitul tamwil. 

Sebagai Lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan sector 

keuagan, yakni simpan pinjam.52
 

BMT mempunyai peluang untuk mengembangkan lahan 

bisnisnya pada sector riil maupun sector keuangan lain. Baitul 

Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 

yang isinya berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan 

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil- 

bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.53
 

Dalam perkembangan Lembaga keuangan Syariah, 

dikenal tiga institusi keungan yang menggunakan istilah yang 

hamper sama, yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil, serta Baitul 

Maal wat Tamwil (BMT) . Oleh karena itu pada bagian ini akan 

diuraikan ketiga istilah tersebut. Uraian tersebut di mulai dari 

Baitul maal yang sebagai inspirasi didirikannya Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT). 54
 

Secara istilah Baitul maal berasal dari Bahasa arab yaitu 

kata bait dan al-maal. Bait artinya bangunan atau rumah, 

sedangkan al-mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi baitu 

maal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. 

Menurut ensiklopedi hukum islam, Baitul maal adalah Lembaga 

52 Ibid 
53 Ibid 
54 Suhrawadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm 161. 
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keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan 

mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat. Namun 

demikian, kata Baitul maal bisa diartikan sebagai 

perbendaharaan negara atau umum. Sedangkan Baitul maal 

dilihat dari segi fikih adalah suatu Lembaga atau badan yang 

bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama, baik yang 

berkenaan soal pemasukan, pengelolahan, maupun yang 

berhubungan dengan masalah pengeluaran lain-lain.55
 

Secara garis besar Baitul Tamwil (Bait=Rumah, at- 

Tamwil = pengembangan harta), melakukan kegiatan 

pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Tamwil adalah rumah 

penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu 

Lembaga. Adapun Baitul Maal War Tamwil (BMT), adalah 

gabungan dari kedua istilah tersebut yaitu Baitul Maal dan 

Biatul Tamwil. Apabila dilihat dari segi istilah BMT adalah 

sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu 

dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna 

mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan 

meningkatkan taraf hidup para anggotanya dan keluarganya.56
 

1. Sejarah Berdirinya BMT di Indonesia 

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang 

berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang 

menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka 

muncul usaha untuk mendirikan bank dan Lembaga 

keuangan makro, seperti BPR Syariah dan BMT. Oleh 

karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif 

 
 

55 Ibid 
56 Ibid 
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dalam memperbaiki kondisi ini. BMT setidaknya 

mempunyai beberapa peran: 

a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non- 

syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat 

tentang arti penting system ekonomi islam. Hal ini bisa 

dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara- 

cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti 

dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang 

barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. 

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT 

harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai 

Lembaga keuagan mikro, misalnya dengan jalan 

pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan 

terhadap usaha-usaha nasabah atau masyrakat umum. 

c. Melepaskan ketergantugan pada rentenir. Masyarakat 

yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir 

mampu memenuhi dana dengan segera. Maka BMT 

harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya 

selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana 

dan lain sebagainya. 

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi 

yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan 

masyarakat kompleks dituntut harus pandai bersikap, 

oleh karena itu Langkah-langkah untuk melakukan 

evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang 

harus diperhatikan, misalnya dalam masalah 

pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan 

nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis 

pembiayaan.57 Perkembangan BMT cukup pesat, hingga 

akhir 2001 PINBUK mendata ada 2938 BMT terdaftar 

dan 1828 BMT yang melapor kegiatannya. 

 
57 Said Irfan Ridha, “Analisis Strategi Pemasaran Produk Baitul Mal At-Tamwil Dalam 

Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Menurut Prinsip Ekonomi Islam” (Skripsi), 2018, hlm 40 
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2. Dasar Hukum Baitul Mal Watamwil 

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) atau berbentuk koperasi. 

a. Dalam bentuk KSM bila BMT didirikan dalam bentuk 

KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari 

pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) yang 

mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai 

Lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang 

mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM 

juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan 

mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa 

menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk 

mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum 

koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan 

hukum koperasi. 

b. Dalam bentuk koperasi bila pada awal pendirian telah 

ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan 

badan hukum koperasi. Dalam hal ini ada beberapa 

alternatif (pilihan) yang bisa diambil. 1) sebagai koperasi 

serba usaha perkotaan. 2) sebagai koperasi unit desa 

(KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh menteri 

koperasi dan pengusaha kecil.58 

 

3. Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil 

BMT berpegang teguh pada prinsip utama yang harus 

dipegang antara lain: 

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan cara 

mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah 

dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata. 

 
 

58 Veithzal Rivai, Basri Modding, Andria Permata dan Tatuk Mariyanti, Financial Institution 

Management (Manajemen kelembagaan keuagan), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 
hlm. 611 
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b. Keterpaduan: merupakan nilai-nilai spiritual dan moral 

menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang 

dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia. 

c. Kekeluargaan: mengutamakan kepentingan Bersama 

diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap 

tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, 

dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tambah rasa 

saling melindungi dan menanggung. 

d. Kebersamaan: kesatuan pola piker, sikap, dan cita-cita 

antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan 

pengurus harus memiliki satu visi dan Bersama-sama 

anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. 

e. Kemandirian: Mandiri diatas semua golongan politik. 

Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana 

pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk 

menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 

f. Perofesionalisme: Semangat kerja yang tinggi yang 

didasari dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya 

berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga 

kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. 

g. Istiqamah, konsisten, kosekuen, kontinuitas: Setelah 

mencapi suatu tahap, maka maju lagi ke tahap 

selanjutnya dan hanya pada Allah SWT 

berharap.(analisis kebijakan Baitul Maal Wat Tamwil 

dalam pelaksanaan pembiayaan Ijarah Multijasa 

(Lampung selatan).59 

 

 

 

 

 

 

 
 

59 Dini Apriantin, “Analisis Penerapan Metode Collaboration, Excellent, Rspect, Integrity, 

Accountability Dalam Mengembangkan Produk-produk DI Baitul Maal Wat Tamwil”, (Skripsi, 
2018), hlm 49 
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4. Fungsi BMT 

Baitul Mal Wat Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, 

yaitu: 

a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan 

uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan 

ultilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang 

memiliki dana berlebih) dan unit deficit (pihak yang 

kekurangan dana). 

b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat 

pembayaran yang sah yang mampu memberikan 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk 

Lembaga/perorangan. 

c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan 

kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. 

d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada 

masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang 

yang ada pada Lembaga tersebut. 

e. Sebagai suatu Lembaga keuangaan mikro yang dapat 

memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan 

juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan 

yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut. 

 
Adapun Fungsi BMT di masyarakat, adalah: 

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan 

pengelola menjadi lebih professional, salam (selamat, 

damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh 

dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) 

menghadapi tantangan global. 

b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana 

yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan 

secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk 

kepentingan rakyat banyak. 

c. Mengembangkan kesempatan kerja. 
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d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan 

pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan 

meningkatkan kualitas Lembaga-lembaga ekonomi dan 

sosial masyarakat banyak.60
 

 

C. Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Perekonomian di Indonesia menganut prinsip 

kebersamaan, hal tersebut termaktub dalam Pasal 33 UUD 

1945 ayat 1 yang berbunyi, “perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”.61 Asas inilah 

yang memberikan dorongan kepada setiap anggota untuk 

melakukan kerja. Menurut bahasa, Koperasi berasal dari 

bahasa Latin, yaitu co yang berarti bersama dan operare 

berarti bergerak. Kedua kata ini mengandung arti bekerja 

sama untuk mencapai tujuan.62 

 
Jadi secara singkat dalam koperasi harus ditunjukkan 

kebersamaan dalam menjalankan usaha. Tujuan dari 

koperasi ini memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat 

sekitarnya melalui unit usaha, salah satunya dengan cara 

menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah. 

Usaha koperasi dijalankan oleh para anggota, tidak boleh 

ada kecurangan di dalamnya. Karena, setiap anggota 

koperasi menjalankan fungsi dan peranannya masing- 

masing. Sebagaimana dalam Al-Qur‟an surah Sad ayat 24: 

ِءِٰ  ِٰ ثِيِٰ ِ

 ٰ ِ˘ِاِغيِٰ 

اِِهِ مِ
 ِٰ لخلِٰ 

ِيِٰ ِثِٰ ِك

ا ِِٰ زا  ِٰ ِٰ  نٰ 

²ِِلاِ ِك ِِٰ جاعِٰ ِوِ ِِٰ ٰ 

,ِ  ِِِٰ  ٰ 

ِِٰ وِلِ اِؤِٰ ِس
 تِ جعِٰ 

 تِ ِكمِٰ ِِٰ لظِ ِذِٰ ِِٰ قِٰ لِلِ اِِٰ ق

²ِِص ²ِِحلِٰ ِٰ  ِتٰ 

 امِلٌِيِِٰ ِلِٰ ِِٰ قِٰ 

ِعِٰ 

ِاِٰ ِٰ لمِٰ 

 لا

²ِِلع ِٰ ِِٰ اِطعِٰ ِتِ ِِٰ ٰ  ِٰ لٰ 

²ِِاِهِ يِِٰ ِذِٰ ِِٰ ِٰ لا  اِٰ ِٰ ِِٰ ىمِٰ ِٰ 

 ِٰ عضٍ  مِٰ ِٰ 

ا ِ ِكِٰ  ۩ِابوِ ٰ 

ِٰ عا
 را

ِٰ ِر ِِٰ تٰ 

˚ِ  زِ خِِ ٰ 
ِ˚ِِٰ اد ِامِٰ ِِٰ ِٰ وِٰ اِدِٰ ِٰ 

²ِِهِِ ِِٰ تِٰ ف ِِٰ تساِٰ فِِٰ يٰ 

 زِ ِِٰ فغِٰ 

ِِِمِٰ ِِٰ ٌِٰ  هِِ ظِِ ِ ٰ 

 
 

60 Sitti Rahma Guruddin, “Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro 
Kecil” (Skripsi, 2014) hlm, 15 
61 Lindiawatie dan Dhona Shahreza, “Peran Koperasi Syariah BMT BUMI Dalam 
Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam 

Vol. 2, No. 1 (2018), h. 2 
62 Rosnani Siregar, “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal at Tijarah Vol. 1 No. 1 (2015), h. 222. 
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“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah 

berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu 

untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. 

Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang 

berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan 

sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami 

hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada 

Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S. 

Sad [38]: 24).63 

 
Sebagaimana yang diketahui, koperasi merupakan 

ruang demokrasi ekonomi dan sosial, koperasi sebagai 

perekonomian rakyat yang dilindungi oleh Undang- 

Undang, sebagai “Soko Guru Perekonomian Indonesia” 

dimana perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah 

dengan kekuatan sendiri.64 Artinya, koperasi sebagai 

organisasi ekonomi dan sosial berusaha meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat sekitarnya. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama 

secara berkelanjutan. 

 
Koperasi juga merupakan sasaran gerakan ekonomi 

masyarakat, dimana prinsip tolong menolong (ta‟awun) 

sebagai tanda nilai Islami mewarnai kehidupan ekonomi 

masyarakat.65 Prinsip tolong menolong ini yang menjadi 

salah satu indikasi rasa kepedulian antar sesama masyarakat 

dalam bentuk penguatan ekonomi melalui koperasi. 

 
 

63 al-Quran, 38:24 
64 Rozali, “ Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan SHU 

Koperasi pada KPN Padanjakaya Kecamatan Marawola Tahun Buku 2002-2012”, e-Jurnal 
Katalogis Vol 4, No. 1 (2016), h. 38. 

65 Rizki Fathia Rahmah, “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Sekitar Pondok Pesantren Roudlatul Qur‟an Kota Metro” Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri 
Metro: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam), h. 1. 
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Sehingga, dengan nilai ta‟awun dapat menjadi alat untuk 

mencapai maslahah semua masyarakat. 

 
Koperasi memang salah satu tempat bersatu dan 

berkumpulnya orang-orang miskin dan lemah ekonominya, 

ihwal itu mendorong masyarakat untuk bekerja sama 

memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.66 

Sehingga keberadaan dari lembaga ini memiliki peranan 

yang sangat besar bagi anggota kopersi itu sendiri maupun 

masyarakat sekitarnya. Sebagaimana dalam Pasal 3 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 

Tentang Perkoperasian, yang berbunyi: “koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

 

Di Indonesia Terdapat juga apa yang disebut dengan 

koperasi syariah. Koperasi syariah adalah usaha ekonomi 

yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom 

partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya 

menggunakan prinsip-prinsip yang menyungsung etika 

moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah 

usaha yangdijalankan sebagaimana diajarkan dalam agama 

Islam.67 Adapun yang disebut dengan Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi 

yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, 

 

 

 

 

 

66 Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 4. 

67 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012, h. 12. 
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dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola 

zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.68 

 
Beberapa ulama menyebut koperasi dengan syirkah 

ta‟awuniyyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu 

perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu 

pihak menyediakan usaha sedangkan pihak lain melakukan 

usaha atas dasar profit sharing (bagi hasil) menurut 

perjanjian. Koperasi sudah ada pada masa Nabi, 

sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Abdullah Ibn 

Umar sebagai berikut: “Dari Abdullah r.a. berkata: 

Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya di Kaybar kepada 

orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman 

dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah 

tersebut.” (HR. Al-Bukhari).69 Hadis tersebut menjelaskan 

tentang upaya Rasulullah SAW untuk bekerja sama dalam 

mengelola tanahnya di Khaybar dengan menyerahkannya 

kepada orang Yahudi agar digarap dan ditanami. Kerja 

sama Rasulullah SAW tersebut sesuai dengan faktor yang 

mendasari gagasan koperasi yaitu kerja sama, gotong 

royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan 

umum. 

 
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) merupakan salah satu entitas keuangan mikro 

syariah yang terdapat di Indonesia. Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT), maka dalam melaksanakan 

fungsi dan peranannya Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjalankan peran ganda 
 

68 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Repubik Indonesia Nomor 

16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah oleh koperasi. 
69 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, Jakarta: PT Fajar Intrepratama 

Mandiri, 2015, h. 248 
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yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil). Disisi lain 

melaksanakan fungsi sosial yaitu untuk menghimpun, 

mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq/sedekah, 

dan wakaf.70
 

 
 

2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia 

Catatan historis mengatakan bahwa koperasi di 

Indonesia dipelopori oleh. R. Aria Wiriatmadja yakni 

seorang patih di Purwokerto yang didirikan pada tanggal 16 

Desember 1895. Ia mendirikan koperasi simpan pinjam 

dengan modal sebagian besar berasal dari dirinya sendiri. 

Kemudian kegiatan tersebut dikembangkan oleh De Wolf 

Van Westerrode, asisten Residen wilayah Purwokerto di 

Banyumas dengan mengembangkan model koperasi simpan 

pinjam lumbung, dengan modalyang diambil dari zakat.71 

 
Ide koperasi kemudian dikembangkan oleh Boedi 

Oetomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam tahun 1911. 

Keduanya sama-sama mengembangkan koperasi konsumsi 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara 

membuka toko-toko koperasi. Pada tahun 1927 di Surabaya 

didirikan “Indonesische Studiesclub” oleh dokter Soetomo, 

dan melalui organisasi tersebut beliau menganjurkan 

berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh 

Partai Nasional Indonesia di bawah pimpinan Ir. Soekarno, 

dan pada tahun 1929 mereka menyelenggarakan kongres 

koperasi di Betawi yang hasilnya untuk meningkatkan 

kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan 

 
 

70 Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 2002) 

71 Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai Manajemen dan 
Kewirausahaan Koperasi, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 6. 
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berbagai macam koperasi di seluruh pulau Jawa khususnya 

dan di Indonesia pada umumnya.72
 

 
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, 

dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1995. Dr. 

H. Moh. Hatta berusaha memasukkan rumusan 

perekonomian di dalam “konstitusi”. Pasal 33 UUD 1945 

ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

azaz kekeluargaan. Pada tanggal 12 Juli diselenggarakan 

kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. 

Dalam kongres tersebut diputuskan antara lain terbentuknya 

Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). 

Pada tanggal 15-17 Juli dilangsungkan kongres koperasi 

Indonesia yang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain 

mengubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia 

(SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI) dan 

mewajibkan DKI membentuk lembaga pendidikan Koperasi 

dan mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi- 

provinsi. Keputusan yang lain adalah penyampaian saran- 

saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya 

Undang-undang koperasi yang baru serta mengangkat Bung 

Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.73 

 
Pada tanggal 15 Juli 1959 diselenggarakan Kongres 

Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan kongres tersebut 

yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

perkoperasian Indonesia, juga mengenai hubungan Dewan 

Koperasi Indonesia dengan International Cooperative 

Alliance (ICA). Pada tahun 1961 diselenggarakan 

Musyawarah Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk 

melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi 

72 Ibid 
73 Ibid 
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Terpimpin. Dewan Koperasi Indonesia (DKI) diganti 

dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia (KOKSI) 

yang bukan semata-mata organisasi koperasi sendiri 

melainkan organisasi koperasi yang dipimpin oleh 

pemerintah. Bersamaan dengan disahkannya UU No 14 

tahun 1965 dilangsungkan Musyawarah Nasional Koperasi 

(Munaskop II) di Jakarta. Dalam Munaskop tersebut 

diputuskan bahwa KOKSI menyatakan keluar dari 

keanggotaan ICA.74
 

 
Pada masa pemerintahan Orde Baru, koperasi telah di 

undang- undangkan. Pemerintah pada tanggal 18 Desember 

1967 menyusun Undang-undang Koperasi baru yang 

dikenal dengan UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok 

Perkoperasian. Pada tahun 1988, GBHN menetapkan 

bahwa koperasi dimungkinkan bergerak di berbagai 

sektor kegiatan ekonomi, misalnya sektor-sektor pertanian, 

industri, keuangan, perdagangan, angkutan, dan sebagainya. 

Dalam rangka memacu pertumbuhan koperasi yang lebih 

cepat, pada tahun 1992 diadakan pembaharuan UU 

Perkoperasian yaitu UU No.12 tahun 1992. Undang-undang 

ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 12 tahun 1967 

dan mengedepankan organisasi koperasi sebagai organisasi 

yang diberi keleluasaan dan kegiatan ekonomi atau bisnis. 

Sedangkan untuk koperasi syariah mulai dibicarakan ketika 

banyak orang menyikapi pesatnya pertumbuhan Baitul Maal 

Wattamwil (BMT) di Indonesia. BMT Bina Insan Kamil 

Jakarta yang berdiri pada tahun 1992 menjadi inspirasi 

berdirinya BMT-BMT di seluruh Indonesia. Kendati 

awalnya hanya merupakan KSM (Kelompok Swadaya 

 

 

 
 

74 Ibid 
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Masyarakat berlandaskan Syariah), namun demikian 

memiliki kinerja layaknya sebuah bank.75
 

 
UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan 

bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana 

masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam 

bentuk kredit harus berbentuk bank (Pasal 26). Maka 

berdirilah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan 

Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. 

Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, BMT berhak 

menggunakan badan hukum koperasi. Berdasarkan UU 

tersebut, BMT pada dasarnya sama dengan koperasi simpan 

pinjam atau unit simpan pinjam konvensional, 

perbedaannya hanya terletak pada kegiatan operasional 

yang menggunakan prinsip syariah dan etika moral dengan 

melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan 

usahannya.76 

 
Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang 

memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal 

penghimpunan dana tersebut, maka bentuk yang idealnya 

adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya 

disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah) 

sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No: 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari‟ah. Badan 

hukum koperasi syariah dianggap sah setelah akta 

pendiriannya dikeluarkan oleh notaris yang ditunjuk dan 

disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk 

keanggotaan wilayah Kabupaten atau Kodya, sedangkan 

 

 

 

75 Ibid 
76 Ibid 
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untuk keanggotaan yang meliputi propinsi harus dibuat di 

Kanwil Koperasi profinsi yang bersangkutan.77 

 
3. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah 

a. Tujuan Koperasi Syariah 

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 

pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, serta ikut membangun tatanan perekomian 

nasional, dalam rangkamewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang- 

Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut mengandung arti 

bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalahmenjadi 

program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dalam 

surah Al-Qashash ayat 77 juga menerangkan tentang 

kewajiban manusia untuk berusaha memperoleh 

kesejahteraan ekonomi. 
 

ِٰ ِلاِهِِ مِ ِص ايِ وِٰ ِذٰ 
ثِ يِٰ 

 ك

ِِِٰ لِٰ ِِٰ 

 سىِ 

زِٰ 

 خِجِ 

²ِِاِِٰ ِ˘ِاِمِٰ ِيِٰ  ²ِِتٰ  ²ِِلِ لِاِكِىٰ  ِلاِِِٰ يٰ 

 ِٰ ²ِِٰ لِٰ ِاِرِِ اِذٰ   ٰ 

 غِٰ تتِٰ ِاِٰ 

ا ِِض  ِٰ ِٰ ِِٰ ِاِِٰ  نٰ 

 رِٰ ِٰ لِٰ 

اِِغ
سِٰ فلِٰ 

 دِٰ ِا

 ِِٰ

ِٰ لِٰ 

ِِٰ ت
 ثِٰ 

ِلِ لِاِهِ سِحِِ ِِٰ اِٰ ِ˘ِاِمِٰ ِك

²ِ  كيِٰ ِِٰ لِٰ اِِٰ يٰ 

 هِٰ ِسحِ ِِٰ اِٰ 

²ِِلِ لِا هِِ يِِٰ ِذِٰ ِسفِ مِٰ ِلِٰ اِِةحِ ِِٰ يِٰ ل  يِٰ ِٰ 
 

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi 

janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qasas [28]: 77)78
 

 

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam 

mencapai    tujuannya    dapat    diukur    dari    peningkatan 
 

77 Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran MengenaiManajemen dan 

Kewirausahaan Koperasi, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 6. 
78 al-Quran 28:77 
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kesejahteraan anggota. Keberhasilan koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya 

akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang 

dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi. 

Sedangkan tujuan dari koperasi syariah, yaitu: 

1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan 

mora Islam. 

2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. 

3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata 

sesama anggota berdasarakan kontribusinya. 

4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang 

didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan 

hanya untuk tunduk kepada Allah SWT.79 

 
 

b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah 

Fungsi dan Peran Koperasi Syariah hampir sama 

dengan koperasi pada umunya, antara lain sebagai berikut: 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial 

ekonomi. 

2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar 

menjadi amanah, professional (fathonah), konsisten, dan 

konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip 

prinsip ekonomi Islam. 

3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan azas kekeluargaan dam demokrasi ekonomi. 

4) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.80
 

 

 
 

79 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012, 
80 Ibid 
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4. Prinsip Dasar Koperasi Syariah 

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah 

ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan 

dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi.81 Adapun prinsip 

dasar koperasi syariah ada dua, yaitu:82 

a. Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi 

Islam sebagai berikut: 

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat 

dimilikioleh siapapun secara mutlak. 

2. Manusia diberi kebebasan dalam mu‟amalah selama 

tidakmelanggar ketentuan syariah. 

3. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi. 

4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk 

ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada 

segelintir orang atau kelompok orang saja. 

b. Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya 

berdasarkan pada prinsip syariah Islam sebagai berikut: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

2. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan 

dilaksanakansecara konsisten dan konsikuen. 

3. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan 

professional. 

4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai 

denganbesarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

5. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas 

danprofessional menurut sistem bagi hasil. 

6. Jujur, amanah, dan mandiri. 

7. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya 

ekonomidan sumber daya informasi secara optimal. 

8. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, 
 

 

81 Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok Pikiran Mengenai 
Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi, Jakarta: Erlangga, 2010, h. 20. 

82 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012, h. 9. 
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antar koperasi dan atau lembaga lainnya.83
 

 
5. Peranan Koperasi Syariah 

Berdasarkan UU RI Nomor 25 tahun 1992, Baitul Maal 

wat Tamwil (BMT) berhak menggunakan badan hukum 

koperasi. Makaberdasarkan UU tersebut koperasi syariah 

dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sama dengan 

Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Adapun peranannya adalah 

sebagai berikut:84 

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang 

bersifat non Islam. 

Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang 

arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan 

dengan melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara- 

cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti 

dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang 

barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya. 

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. 

Koperasi syariah harus bersikap aktif menjalankan fungsi 

sebagai lembaga keuangan mikro syariah misalnya dengan 

pembinaan penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha- 

usaha anggota. 

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. 

Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan 

rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam 

memenuhi dana dengan segera. Maka koperasi syariah harus 

mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu 

tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain 

sebagainya. 

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan 

distribusi yang merata. 
 

83 Ibid 
84 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan 

Teoritis danPraktis, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364. 
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Fungsi koperasi syariah langsung berhadapan dengan 

masyarakat yang kompleks dituntut harus pandali bersikap. 

Oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi 

dalam rangka skala prioritas harus diperhatikan, mislanya 

dalam masalah pembiayaan, koperasi syariah harus 

memperhatikan kelayakan anggota dalam hal golongan 

anggota dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.85
 

 

6. Landasan Hukum Koperasi Syariah 

 
Menurut Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan 

bahwa koperasi berlandaskan pancasila dan UUD 1995 serta 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan landasan 

dasar koperasi syariah sebagai lembaga ekonomi Islam 

yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam. Adapun 

landasan koperasi syariah yaitu:86 

a. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan Undang- 

Undang Dasar 1945. Koperasi syariah berlandaskan 

pancasila didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila 

merupakan falsafah, pandangan hidup dan ideologi 

bangsa Indonesia. Sedangkan dalam Undang- Undang 

dasar telah tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang 

Dasar 1945. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi 

ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, 

dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota 

masyarakat. 

b. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan. 

c. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al- 

Qur‟an dan As-Sunnah dengan saling tolong menolong 

dan saling menguatkan satu sama lain. 

d. Dasar hukum BMT yang berstatus koperasi di Indonesia 

berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan kegiatan 
 

85 Ibid 
86 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 2012, h. 8. 
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usaha koperasi jasa keuangan syariah. Mengenai akad 

mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam 

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mengenai akad 

musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam 

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah, Fatwa DSN MUI No. 

05/DSN-MUI/IV/2020 tentang Jual Beli Salam, Fatwa 

DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli 

Istishna, Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah 

bi Al-Tamlik, Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-

MUI/IX/2000 tentang Al-Qardh.87
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

87 Ibid 



77 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Al-Qur’an 

Buku 
 

Amelia, Kesejahteraan Sosial Dalam Presfektif Al-Qur‟an, 

(UIN Alauddin Makasar, 2018. 

 

Anwas Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Jakarta: tp, 

2008. 

 

Arifin Sitio dan Haloman Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik, 

Jakarta: Erlangga, 2001. 

 

Ekawarna, Manajemen Badan Usaha dan Koperasi, Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2010. 

 

Febriani, Nufian S, Teori dan Praktis Riset Komunikasi 

Pemasaran Terpadu, Jakarta: Tim Ub Press,2018. 

 

G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia, Jakarta: PT Rieneka 

Cipta, 2003. 

 

Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi: Pokok-pokok 

Pikiran Mengenai Manajemen dan Kewirausahaan 

Koperasi, Jakarta: Erlangga, 2010. 

 

Huda, Nurul, Heykal, Muhammad, Lembaga Keuangan Islam 

Tinjauan Teoritis dan Prakstis, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2010. 

 

Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, 

Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri, 2015, h. 248 

 

Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi 

Islam Presfektif Mawashid Al-Syariah, Bandung: 

Kencana, 2011. 



78 

 
 

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenamedia Group, 2011. 

 

J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulanya. Jakarta: Grasido, 2008. 

 

Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, 

Jakarta: Bina Aksara, 2002. 

 

Nur S. Buchori, Koperasi Syariah, Jakarta: Pustaka Aufa Media, 

2012. 

 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Repubik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 

tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan 

pembiayaan syariah oleh koperasi. 

 

Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: tp, 

1999. 

 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 

Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011. 

 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 

Ekonomi Islam, 

 

Rivai Veithzal, dkk, Financial Institution Management 

(Manajemen Kelembagaan Keuangan, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2013. 

 

Rivai Wiraswasmita, Manajemen Koperasi, Bandung: CV 

Pionir Jaya, 2003. 

 

Sorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: 

Rajawali, 2012. 



79 

 
 

Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi, 

(Bandung: Alfabeta,2014), 18. 

 

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2012. 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik, Jakarta: Reneka Cipta, 2013. 

 

Susiadi AS, Metodologi penelitian, Bandar Lampung: Pusat 

Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2015. 

 

Suyanto, Begong, Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif 

Pendekatan, Surabaya: Air Langga Utama Pers, 2005. 

 

Veithzal Rivai, Andi Buchari, Islamic Economic (Ekonomi 

Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi), Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009. 

 

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: Gafindo,2002. 

 

Zuriah, Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori 

Dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. 

 

Jurnal 

 

Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam 

Persfektif Al-Quran”, At-Tibyan: Journal of Qur‟an and 

Hadis Studies, vol. 3, No. 1, (2020) 

 

Lindiawatie dan Dhona Shahreza, “Peran Koperasi Syariah 

BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha 

Mikro”, Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan 

Filantropi Islam, vol. 2, no. 1 (2018) 



80 

 
 

Lindiawatie dan Dhona Shahreza, “Peran Koperasi Syariah 

BMT BUMI Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha 

Mikro”, Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan 

Filantropi Islam Vol. 2, No. 1 (2018) 

 

Rosnani Siregar, “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Islam”, Jurnal at Tijarah Vol. 1 No. 1 (2015) 

 

Rozali, “ Analisis Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap 

Peningkatan Pendapatan SHU Koperasi pada KPN 

Padanjakaya Kecamatan Marawola Tahun Buku 2002- 

2012”, e-Jurnal Katalogis Vol 4, No. 1 (2016) 

 

Wawancara 

 

Wawancara dengan Bapak Andika, tanggal 01 Desember 2021 

di Kantor BMT Fajar Bandar Lampung. 

 

Internet 

 

BMT Fajar Bina Sejahtera, “Profile” diakses dari bmtfajar.co.id, 

pada 04 Desember pukul 13.00 

 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia 

-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020 (akses 06 

Desember 2021 Pukul 22.26) 

 

Skripsi 

 

Dzanur Ida Miladia, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Terhadap Perekonomian 

Anggoata Atau Calon Anggota Dalam Persfektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada KSPPS KOPENA 

Kota Pekalongan)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 

2018) 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/13/indonesia-memiliki-127-ribu-koperasi-pada-2020


81 

 
 

Jumriani Nur, “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al- 

Markaz Al-Islami Makasar.” (Skripsi, UIN Alauddin 

Makasar, 2019) 

 

Rizki Fathia Rahmah, “Peranan Koperasi dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren 

Roudlatul Qur‟an Kota Metro” Skripsi, (Institut Agama 

Islam Negeri Metro: Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam). 


	ABSTRAK
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	RIWAYAT HIDUP
	Sandika Wijaya NPM. 1551010407
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
	A. Penegasan Judul
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Identifikasi Masalah
	D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian
	E. Rumusan Masalah
	F. Tujuan Penelitian
	G. Manfaat Penelitian
	H. Kajian Penelitian Terdahulu
	I. Metode Penelitian
	J. Sistematika Penulisan
	K. Kajian Teori
	BAB II LANDASAN TEORI
	A. Kesejahteraan
	1. Teori Kesejahteraan
	2. Pengertian Kesejahteraan
	B. Baitul Mal Watamwil
	C. Koperasi
	1. Pengertian Koperasi
	2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia
	3. Tujuan, Fungsi dan Peran Koperasi Syariah
	b. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah
	4. Prinsip Dasar Koperasi Syariah
	5. Peranan Koperasi Syariah
	6. Landasan Hukum Koperasi Syariah
	DAFTAR RUJUKAN
	Jurnal
	Wawancara
	Internet
	Skripsi

